
                                                                              

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
BUPATI SUKAMARA 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI SUKAMARA 

NOMOR 27 TAHUN 2024 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2024 
 

BUPATI SUKAMARA, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
dan Rencana Kerja Pemerintah, Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat 
dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya 

dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian 
dengan perkembangan keadaan; 

 

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan, Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Sukamara Tahun 2024 terdapat ketidaksesuaian 
dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-

undangan, sehingga Peraturan Bupati Sukamara Nomor 18 
Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sukamara Tahun 2024, Perlu diubah dan 

disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara 

Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 

Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten 
Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 



                                                                              

 

 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 

Tambahan Lembaran Nomor 4720 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6634); 
 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah  (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 



                                                                              

 

 

 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah 

dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang 
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoneia Nomor 59 
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 630); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6   
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah Nomor 102); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14   Tahun 

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Sukamara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukamara Tahun 2012 Nomor 14); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara 

Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukamara Nomor 67); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Sukamara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 69); 

19. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 9 Tahun 2023 tentang 
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 

2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 

Nomor 9); 

20. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 18 Tahun 2023 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara 
Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 

Nomor 18); 

 



                                                                              

 

 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI SUKAMARA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 18 TAHUN 2023 

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 
SUKAMARA TAHUN 2024. 

 
 

Pasal I 
Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 18 

Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sukamara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara 
Tahun 2023 Nomor 18) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 4 
(1) Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 

disusun dengan sistematika sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
BAB II : EVALUASI HASIL RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH SAMPAI DENGAN 
TRIWULAN II TAHUN 2024 

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 
KEUANGAN DAERAH 

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 
DAERAH 

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 
BAB VI : PENUTUP 

(2) Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

  
Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Sukamara. 
                                                                                       

Ditetapkan di Sukamara                                                                                         

pada tanggal  26 Juli 2024 
           

       Pj. BUPATI SUKAMARA, 

 

  
 

                  KASPINOR  

 
 

Diundangkan di Sukamara 

pada tanggal 26 Juli 2024     
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUKAMARA, 
 
 

 
 

RENDY LESMANA 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2024 NOMOR 27 


